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Abstrak 

Alokasi anggaran pendidikan dasar yang relatif kecil di Provinsi Jawa Barat menjadi masalah 
bagi peningkatan mutu pendidikan dasar yang secara normatif tertuang dalam beberapa dokumen 
rencana dan peraturan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang efektif diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Dari sudut pandang tersebut, muncul beberapa pertanyaan 
penelitian: bagaimana dengan kemampuan pembiayaan pemerintah, apa yang menjadi prioritas alokasi 
anggaran pendidikan, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, bagaimana hasil implementasi 
kebijakan alokasi anggaran dan apa dampak implementasi kebijakan alokasi anggaran terhadap 
peningkatan mutu pendidikan. Kajian dilakukan dengan mengamati proses kebijakan alokasi anggaran 
pendidikan; implementasi kebijakan; pencapaian mutu pendidikan dasar, dalam penggunaan 
menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Metode post policy analysis 
digunakan untuk menganalisis fenomena kebijakan alokasi anggaran di Provinsi Jawa Barat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan 
kebijakan sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun belum efektif. 
Disimpulkan bahwa hasil kebijakan alokasi anggaran relatif meningkatkan kualitas pendidikan dasar. 
Rekomendasinya adalah bahwa anggaran harus lebih banyak diberikan untuk pendidikan dasar dan 
alokasi anggaran membutuhkan beberapa prioritas terutama dalam penyediaan infrastruktur sekolah, 
guru yang berkualitas dan biaya personal. Sementara itu, beberapa program harus dipertajam ke arah 
peningkatan kualitas. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilanjutkan hingga 
wajib belajar selesai. 
 
Kata kunci : alokasi, penganggaran, kebijakan, pendidikan dasar. 

 
 

Abstract  
The relatively small budget allocation of basic education in the West Java Province becomes a 

problem for improving the quality of based basic education as normatively stated in some documents of 
local development plans and regulations. Effective implementation of the policy is needed for improving 
basic education quality. From those points of view, there are some research questions : how about the 
financing ability of the government, what is the priority of educational budget allocation, how to use the 
budget, what is the result of the implementation of budget allocation policy and what is the impact of 
budget allocation policy implementation for improving  the  educational quality.The study was conducted 
through observing the process of educational budget allocation policy; the implementation of the policy; 
the achievement of basic education quality, in the use of using interview, library research and 
observation method.  The method of   post policy analysis was used to analyze the phenomenon of 
budget allocation policy in West Java Province. The result showed that the performance of the 
government of the West Java Province in implementing policy had been matched according to the 
principles of proportionality, efficiency and accountability but was not effective yet. The conclusion is 
that the result of budget allocation policy had relatively improved the quality of basic education.The 
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recommendation is that more budgets must be given to basic education and budget allocation needs 
some priorities especially in providing school infrastructures, qualified teachers and personal cost. 
Meanwhile, some programs must be sharpened into quality improvement direction. Role sharing 
between national and local government needs to be continued until the compulsory education is 
accomplished. 

 
Keywords : allocation, budgeting, policy, basic education. 

 

PENDAHULUAN 
Secara umum derajat pendidikan dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. 

Artinya semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 
maka hal tersebut sudah mengarah pada indikasi adanya peningkatan kualitas SDM. Selain 
itu derajat pendidikan dilihat secara luas, yaitu meliputi pendidikan formal maupun non-formal. 

 
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Jawa Barat Tahun 2007. 

(Sumber :Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2008) 
 

Berdasarkan data tahun 2007 pada Grafik 1, penduduk Jawa Barat kebanyakan baru 
menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, yaitu 38,07%, bahkan 23,27% tidak tamat 
SD. Persentase penduduk yang tamat SLTP atau SLTA hampir sama yaitu 17%, sedangkan 
yang menamatkan jenjang akademi atau universitas sekitar 5%. Sementara data BPS (Maret 
2009) menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008, rata-rata lama sekolah penduduk 
Jawa Barat baru mencapai 7,91 tahun, yang berarti pendidikan dasar sembilan tahun belum 
tercapai. Gaffar dalam Ali dkk. (2007:568) menyatakan bahwa “usaha untuk melanjutkan 
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun” dan “ peningkatan alokasi anggaran 
pendidikan dan peningkatan fungsi-fungsi pengawasan” merupakan bagian dari “agenda 
mendasar …untuk memajukan sistem pendidikan nasional” . 

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun memerlukan upaya-upaya yang 
terintegrasi dalam program-program pembangunan pendidikan yang membutuhkan belanja 
langsung maupun tidak langsung baik pada tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun 
Pemerintah Kota /Kabupaten. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kebijakan 
alokasi angggaran pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber pembiayaan 
pendidikan yang merupakan bagian integral dari APBN maupun APBD sebagai implementasi 
otonomi daerah di bidang pendidikan.  

Menurut Thomas dalam Encyclopedia Americana Vol. 9 , besaran anggaran pendidikan 
berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang berbeda-
beda di tiap Negara dan daerah. Di Israel mencapai 17% dari APBN, Jepang 6,5%, Inggris 
4,6% dan Bangladesh 0,01% (2001:736). Sedangkan besaran anggaran pendidikan di 
Indonesia sejak akhir dasawarsa 90-an mencapai 20% dari APBN, termasuk gaji guru di 
dalamnya. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan 
bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 
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peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tersebut 
menyiratkan sebuah diskresi dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah.  

Pada tahun 1999/2000 anggaran pendidikan di Jawa Barat baru mencapai  7,57% dari 
APBD.  Hingga  tahun 2008 alokasi anggaran untuk pendidikan baru mencapai  11% dari total 
APBD, itu artinya baru mencapai besaran  Rp 800 miliar dari Rp7 triliun APBD. Karena kuatnya 
tuntutan  masyarakat dan dorongan anggota DPRD pada tahun 2009 menjadi 20% dari APBD 
atau Rp 1,6 triliun dari Rp 8 triliun besaran APBD. Meskipun demikian alokasi anggaran 
ternyata lebih banyak digunakan biaya manajemen dibanding untuk membiayai pendidikan 
dasar, menengah, luar sekolah dan luar biasa. Alokasi anggaran untuk pendidikan dasar 
hanya Rp 111,99 miliar. Itu berarti kurang dari 10%, padahal menurut Bank Dunia  pada 
umumnya  negara-negara Asia  mengalokasikan dana pemerintah untuk pendidikan dasarnya 
mencapai 48%, bahkan di Amerika Serikat mencapai 51% (Fattah dalam Ali, 2007:596). 

Masalah bagi stakeholder pendidikan di Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana agar 
alokasi yang relatif kecil tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk 
menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat 
pada waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat 
sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Implementasi 
kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan 
dasar Sembilan tahun (wajar dikdas sembilan tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan 
dengan baik dan bermutu. 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya (cost) harus 
diletakkan dalam formulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Atas dasar 
tersebut perlu diteliti bagaimana implementasi suatu kebijakan publik yaitu pada kebijakan 
penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat. Jika 
masalah ini tidak diteliti dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-
persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan 
dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak 
akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena dari implementasi 
kebijakan dan dapat memberikan rekomendasi, baik berupa solusi maupun continuous 
improvement.  

Karena penelitian ini menyoroti suatu kebijakan maka penelitian ini berada pada studi 
analisis kebijakan. Dengan demikian penelitian ini berada pada tataran makro. Penelitian pada 
tingkat makro menjadi penting untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi anggaran 
pendidikan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
penyediaan sumber dana alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. (2) 
Pemanfaatan anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. (3) Hasil dari kebijakan alokasi 
anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat. (4) Dampak dari kebijakan 
alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat. 
 
METODE 

Masalah pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah  merupakan 
realitas sosial yang bersifat kontekstual. Karena itu tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk 
menguji suatu hipotesis namun ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui 
proses pengeksplorasian fakta dan data lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian 
pendekatan penelitian yang dianggap cocok digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif 
(Nasution, 1988). 

Namun demikian untuk mendalami setiap permasalahan yang diteliti sehingga 
pemecahannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan akhirnya memberikan sumbangan 
yang berarti bagi maksud dan tujuan penelitian, diperlukan kajian secara mendalam sesuai 
dengan karakteristik permasalahan yang diteliti. Penelitian bukan sekedar mendeskripsikan 
realitas sosial, tetapi perlu analisis-analisis yang bersifat prediktif, maka metode yang paling 
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dianggap sesuai dengan konteks masalah yang diteliti digunakan metode penelitian analisis 
kebijakan atau metoda post policy analysis (MacMillan & Schumacher, 2001:526-581). 
Sedangkan analisis kebijakan yang digunakan adalah analisis keefektifan biaya. 

Studi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis maupun teori tertentu, 
melainkan berupaya untuk menelusuri pemahaman baru mengenai fenomena yang dikaji. 
Cara kerja dari studi ini bersifat : subyektifitas ke obyektifitas, induksi ke deduksi dan konstruksi 
ke enumerasi. Untuk itu peneliti memperlakukan diri sebagai instrument utama (human 
instrument), yang bergerak dari hal-hal spesifik, dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dan 
memadukan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan dapat 
ditemukan. Dengan sifatnya yang demikian maka studi ini tergolong dalam penelitian yang 
menggunakan  Metode Naturalistik dengan Pendekatan Kualitatif. 

Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Barat. Subyek yang diteliti adalah para pejabat 
eksekutif dan legislatif dan praktisi pendidikan serta stakeholders (pemangku kepentingan) 
yang dipilih secara non sampling. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah mengingat 
strategisnya posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa 
Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan 
nasional. Provinsi Jawa Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
dalam mengukur kinerja pemerintahan dan pembangunannya, yang di dalamnya termuat 
komponen tingkat pendidikan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan 
produktivitas sumber daya insani. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan 
pemerataan dan mutu pendidikan. Sedangkan pembangunan kebudayaannya diprioritaskan 
pada revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.  

Upaya untuk meningkatkan kontribusi dari komponen pendidikan dilakukan antara lain 
dengan meningkatkan anggaran pendidikan menuju besaran 20% sebagai amanat konstitusi. 
Itu berarti 20 % dari APBD Provinsi Jawa Barat yang besarnya mencapai Rp 8,29 trilyun  
(Bewara, Edisi I/2009, 8), suatu jumlah anggaran yang besar bahkan jika dibandingkan dengan 
anggaran provinsi-provinsi lain di luar DKI Jaya. Secara khusus Provinsi Jawa Barat 
memberlakukan tiga buah Peraturan Daerah tentang kebudayaan daerah yang 
diimplementasikan melalui pendidikan sebagai bentuk kebijakan berkenaan dengan kearifan 
lokal Jawa Barat sehingga menarik untuk diteliti. 

Adapun unit-unit  analisis ialah : (1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Tim 
Penyusun Anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa 
Barat, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat  (3) Kepala Sekolah dan Guru SD maupun SMP di 
beberapa tempat di Provinsi Jawa Barat. (4) Dokumen-dokumen. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kemampuan Keuangan Daerah  

Kondisi keuangan daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering 
dijadikan parameter otonomi daerah. PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 mencapai Rp 
5,564 triliun dan jika dilihat dari struktur APBD memberikan kontribusi terhadap total 
pendapatan daerah sebesar 70,75%. PAD berasal dari jenis pendapatan Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD 
yang sah. 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 yang belum diaudit BPK RI adalah 
sebesar Rp 7,723 triliun dan dana  bagi belanja pendidikan sebesar Rp 1,628  triliun, kurang 
lebih 20% dari APBD nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat 
sudah menjalankan otonomi daerahnya di bidang pendidikan dengan baik. 

Kendatipun demikian alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebenarnya 
masih lebih banyak ditopang oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 
yang mencapai Rp 4,5 triliun, hampir 300%  alokasi anggaran pendidikan Provinsi. Dalam 
menjalankan tugas umum pemerintahan maka Pemerintah Provinsi memperhatikan dan 
membantu Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat selain karena 
tuntutan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 94, 
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PP Nomor 50 Tahun 2007, Permendagri Nomor 22 Tahun 2009) juga karena kemampuan 
keuangan Kota/Kabupaten yang beragam.  
 
Prioritas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat  

Kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk 
menuntaskan Jawa Barat bebas buta aksara; mewujudkan Jawa Barat bebas biaya 
pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; mewujudkan Jawa 
Barat bebas putus jenjang sekolah dalam rangka pelaksanaan wajar dua belas tahun di 
seluruh Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar; 
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; meningkatkan kompetensi 
dan kesejahteraan Guru serta tenaga kependidikan; meningkatkan revitalisasi nilai-nilai 
kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat. 

Prioritas alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat berada pada common 
goals yang pertama yaitu “peningkatan kualitas dan produktivitas SDM yang sasarannya 
antara lain meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat”  dan diarahkan 
untuk meningkatkan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan merealisasikan “Jabar 
Bebas Putus Jenjang Pendidikan”. 
 
Pemanfaatan Anggaran Pendidikan  

Sebanyak 89,04% anggaran pendidikan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat 
dialokasikan untuk Belanja Langsung dan Bantuan sedangkan 10,96% dialokasikan untuk 
Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung dan Bantuan seluruhnya berjumlah Rp 1,450 
triliun lebih, dibagi ke dalam Belanja Langsung  sebesar Rp 472,937 miliar lebih dan Bantuan 
sebesar Rp 977,257 miliar lebih. Sedangkan Belanja Tidak Langsung seluruhnya berjumlah 
Rp 178,484 miliar lebih digunakan untuk Gaji PNS Dinas Pendidikan dan Gaji /Tunjangan Guru 
Pendidilan Luar Biasa sebesar Rp 168,759 miliar lebih dan Insentif Guru Madrasah Diniyah 
(Pendidikan Keagamaan) sebesar Rp 12,108 miliar lebih. 

Belanja Langsung adalah untuk membiayai program dan kegiatan termasuk sumbangan 
buku pelajaran, sedangkan Bantuan adalah berupa uang yang diberikan untuk Biaya 
Operasional Sekolah (BOS) mendampingi BOS yang berasal dari APBN, bantuan untuk 
seragam serta beasiswa. Belanja Langsung tidak hanya untuk membiayai program dan 
kegiatan pendidikan yang ditangani oleh Disdik tetapi juga ada juga di OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah) yang lain seperti Disbudpar, Dinas Pertanian, Dinas KUKM, Dinas Naker 
serta Badiklatda yaitu untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di 
luar persekolahan. 

Dari anggaran pendidikan Rp 1,6 triliun tersebut belanja yang dikelola Dinas Pendidikan 
hanya sekitar Rp 507 miliar saja dan yang dialokasikan untuk program pendidikan dasar 
adalah Rp. 111,99 miliar. Anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diimplementasikan 
melalui program dan non program. Dalam program maka program dielaborasi ke dalam 
program bantuan maupun kegiatan baik yang berada di Dinas Pendidikan maupun di OPD 
lainnya. Sedangkan yang non program berada dalam wilayah diskresi Gubernur untuk 
mengeluarkan anggaran yang belum ditentukan programnya. 

Pemerintah Provinsi memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang berasal dari 
APBN yang dikelola pemanfaatannya oleh Dinas Pendidikan.  Komponen anggaran yang 
terbesar diberikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) yaitu sebesar Rp 2,843 triliun  
dan Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru Rp 1,173 triliun. Besarnya anggaran 
tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan 
dasar sembilan tahun sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu 
para Guru.  

Hasil dari Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar (1) 
Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar, 
peningkatan tata kelola pendidikan yang efektif dan penguasaaan /pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dalam bentuk  kegiatan-kegiatan yang dikategorikan ke dalam 
verifikasi, monitoring, evaluasi; koordinasi; workshop/semiloka; rapat-rapat koordinasi; 
peningkatan mutu layanan pendidikan dan bantuan. (2) Tercapainya keluaran  fisik dan non 
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fisik serta bantuan keuangan seperti peningkatan sarana dan prasarana, Bantuan Operasional 
Sekolah Provinsi, bantuan pengadaan buku rapor, bantuan buku, bantuan pakaian untuk 
siswa, dan bantuan untuk guru (3) Terlaksanakannya akuntabilitas karena dalam menjalankan 
pengendalian digunakan instrument yang dinamakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintahan). LAKIP yang dibuat menggambarkan input, proses, ouput, dan outcomes dari 
setiap kegiatan di bidang pendidikan.  
 
Dampak Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan  

Ada peningkatan mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat sebagaimana 
terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pendidikan untuk tahun 2009 
yang meningkat dari 80,35 pada tahun 2008 menjadi 80,58 pada tahun 2009 atau 
meningkat 0,23 poin meskipun belum mencapai target yang tertuang dalam RKPD 
yaitu sebesar 82,02 poin .  Rata-rata Lama Sekolah  mencapai 7,58 tahun berada di 
atas rata-rata nasional yaitu 5,7 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 95,60%, 
sehingga Angka Buta Huruf turun dari 5,33% menjadi 4,4%.   
 
Model Alternatif Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi  
Jawa Barat 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 2.  Alternatif Model Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan 
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partisipasi masyarakat); dan (2) Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang berbudiperkerti 
luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui implementasi kebijakan di 
bidang kurikulum).  

Sasaran yang ingin dicapai dengan strategi tersebut  adalah: (1) Meningkatnya akses 
dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar Sembilan tahun dan 
pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; (2) Meningkatnya kesadaran 
akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama; (3) Meningkatnya 
implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; (4) Meningkatnya sikap saling menghargai 
dan menghormati berbagai komunitas budaya. 

Alternatif model mengadopsi kerangka manajemen stratejik, pertama, melakukan 
environmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal 
(ALE) dan analisis lingkungan internal (ALI). Kedua, strategy formulation (perumusan strategi) 
yaitu kegiatan perumusan misi, menentukan tujuan, membuat prioritas, membuat strategi, dan  
membuat kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah dibuat) 
yaitu menyusun program, menganggarkan, serta membuat prosedur. Keempat, evaluaton and 
control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan monitoring terhadap kinerja organisasi 
kemudian melakukan koreksi yang diperlukan.  
 
SIMPULAN 

Disimpulkan bahwa hasil kebijakan alokasi anggaran relatif meningkatkan kualitas 
pendidikan dasar. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diarahkan 
untuk menuntaskan Jawa Barat bebas buta aksara; mewujudkan Jawa Barat bebas biaya 
pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; mewujudkan Jawa 
Barat bebas putus jenjang sekolah dalam rangka pelaksanaan wajar dua belas tahun di 
seluruh Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar; 
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; meningkatkan kompetensi 
dan kesejahteraan Guru serta tenaga kependidikan; meningkatkan revitalisasi nilai-nilai 
kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat. 
Rekomendasinya adalah bahwa anggaran harus lebih banyak diberikan untuk pendidikan 
dasar dan alokasi anggaran membutuhkan beberapa prioritas terutama dalam penyediaan 
infrastruktur sekolah, guru yang berkualitas dan biaya personal. Sementara itu, beberapa 
program harus dipertajam ke arah peningkatan kualitas. Pembagian peran antara pemerintah 
pusat dan daerah perlu dilanjutkan hingga wajib belajar selesai.  
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